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PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

DINAS PENDIDIKAN
Jalan Soekarno Hatta no. 23 Telpon (031) 3095129 Fax.(031) 3095262

PIAGAM

PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN FORMAL
Nomor : 421.1 /"94 /433.101/2018

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil
pemantauan Tim Penilai Pendirian Sekolah Kabupaten Bangkalan
memberikan Ijin Perpanjangan Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini Pendidikan Formal kepada :

Nama Lembaga : TK BHAKTI 1
Bentuk Pendidikan : Taman Kanak-Kanak

Alamat : JI. Jambu Raya No. 56
Kec. Kamal

Tahun Berdiri : 1980

Kepala Sekolah : Novita Dewi Pahlawanti

Yayasan yang mengasuh : Yayasan Bhakti Mulia

Yang telah mengajukan Perpanjangan [jin Pendirian dan Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Formal dan telah memenuhi
persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau
terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau
kembali.
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 Yayasan Bhakti Mulia Perihal [jin Perpanjangan Ijin
enggaraan Pendidikan Anak !Jsia Dini

sarkan verifikasi Tim Penilai Pendirian Sekolah Kabupaten
pada Lembaga tersebut dapat diberi ijin penyelenggaraan

] AnakUs:aDlm
ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan

ndang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang
i Daerah. )
. Pemumn Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional
- Pendidikan.
4, Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentdng Otonomi Daerah
‘ yang mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat,
~ Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 5. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra
i - 6. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan.
o Fulturm Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta
it dalam Pendidikan Nasional.
1 Menten Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0486/U/1992

n Mendiknas nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian

ktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02
: 4677/C/1991 perihal Petunjuk Pmyelengwnn Sckolah




T”tet:ildipehnggamnatasketenumnijinpenyelewpm' g
h Swasta, maka pemberian ijin tersebut akan dicabut. .
hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam
an tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
-~ keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
-ﬁeptmlsaninibeﬂakusejakmnggalditetaﬂm
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Ditetapkandi  : BANGKALAN
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